
ARTIKEL 

PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN 

 

Dalam rangka menyelesaikan dan memberikan perlindungan hukum atas hak-hak masyarakat dalam 

kawasan hutan yang menguasai tanah di kawasan hutan, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan 

Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam 

Kawasan Hutan.  

Dalam peraturan tersebut diungkapkan bahwa Pemerintah melakukan penyelesaian penguasaan tanah 

dalam kawasan hutan yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh Pihak, Kawasan hutan tersebut kondisinya 

merupakan kawasan hutan pada tahap penunjukan kawasan hutan dengan fungsi pokok hutan 

konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi. 

Penguasaan tanah sebagaimana dimaksud harus memenuhi kriteria:  

- bidang tanah telah dikuasai oleh Pihak secara fisik dengan itikad baik dan secara terbuka 

- bidang tanah tidak diganggu gugat 

- bidang tanah diakui dan dibenarkan oleh masyarakat hukum adat atau kepala desa/kelurahan yang 

bersangkutan serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya. 

 

Penguasaan tanah dalam kawasan hutan terdiri atas: a. bidang tanah yang telah dikuasai dan 

dimanfaatkan dan/atau telah diberikan hak di atasnya sebelum bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai 

kawasan hutan; atau b. bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan setelah bidang tanah tersebut 

ditunjuk sebagai kawasan hutan 

Penguasaan tanah dalam kawasan hutan tersebut dikuasai dan dimanfaatkan untuk: a. permukiman; b. 

fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial; c. lahan garapan; dan/atau d. hutan yang dikelola masyarakat 

hukum adat.  

Permukiman sebagaimana dimaksud diatas merupakan bagian di dalam kawasan hutan yang 

dimanfaatkan sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang 

mendukung penghidupan masyarakat serta masyarakat adat.  

Fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial yang dimaksud merupakan fasilitas di dalam kawasan hutan yang 

digunakan oleh masyarakat untuk kepentingan umum.  

Lahan garapan yang dimaksud merupakan bidang tanah di dalam kawasan hutan yang dikerjakan dan 

dimanfaatkan oleh seseorang atau sekelompok orang yang dapat berupa sawah, ladang, kebun campuran 

dan/atau tambak.  

Hutan yang dikelola masyarakat hukum adat merupakan Hutan Adat yang ditetapkan sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 



Pola penyelesaian untuk bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dan/atau telah diberikan hak 

di atasnya sebelum bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan dilakukan dengan 

mengeluarkan bidang tanah dari dalam kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan.  

Pola penyelesaian untuk bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan setelah bidang tanah tersebut 

ditunjuk sebagai kawasan hutan berupa:  

- mengeluarkan bidang tanah dalam kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan;  

- tukar menukar kawasan hutan; 

- memberikan akses pengelolaan hutan melalui program perhutanan sosial; atau  

- melakukan resettlement.  

Pola penyelesaian dimaksud harus  memperhitungkan luas kawasan hutan yang harus dipertahankan 

minimal 30% (tiga puluh perseratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi dan fungsi 

pokok kawasan hutan.  

Pola penyelesaian untuk bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan setelah bidang tanah tersebut 

ditunjuk sebagai kawasan hutan dengan fungsi konservasi dilakukan melalui resettlement tanpa 

memperhitungkan luas kawasan hutan dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi. 

Pola penyelesaian untuk bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan yang berada pada wilayah yang 

telah ditunjuk sebagai kawasan hutan dengan fungsi lindung pada provinsi dengan luas kawasan hutan 

sama dengan atau kurang dari 30% (tiga puluh perseratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau 

provinsi: a. dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk permukiman, fasilitas umum dan/atau 

fasilitas sosial dan memenuhi kriteria sebagai hutan lindung dilakukan melalui resettlement; b. dalam hal 

bidang tanah tersebut digunakan untuk permukiman, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial dan tidak 

memenuhi kriteria sebagai hutan lindung dilakukan melalui tukar menukar kawasan hutan sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan; c. dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk lahan 

garapan dilakukan dengan memberikan akses pengelolaan hutan melalui program perhutanan sosial. 

Pola penyelesaian untuk bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan yang berada pada wilayah yang 

telah ditunjuk sebagai kawasan hutan dengan fungsi lindung pada provinsi dengan luas kawasan hutan 

lebih dari 30% dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi: a. dalam hal bidang tanah tersebut 

digunakan untuk permukiman, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial dan memenuhi kriteria sebagai 

hutan lindung dilakukan melalui resettlement; b. dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk 

permukiman, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial dan tidak memenuhi kriteria sebagai hutan lindung 

dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam kawasan hutan melalui perubahan batas 

kawasan hutan; c. dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk lahan garapan dan telah dikuasai 

lebih dari 20 (dua puluh) tahun secara berturut-turut dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari 

dalam kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan; d. dalam hal bidang tanah tersebut 

digunakan untuk lahan garapan dan telah dikuasai kurang dari 20 (dua puluh) tahun secara berturut-turut 

dilakukan dengan memberikan akses pengelolaan hutan melalui program perhutanan sosial. dalam hal  

Perubahan batas kawasan hutan dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk lahan garapan dan 



telah dikuasai lebih dari 20 (dua puluh) tahun secara berturut-turut, harus berada dalam sumber tanah 

obyek reforma agraria dari kawasan hutan. 

Pola penyelesaian untuk bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan setelah bidang tanah tersebut 

ditunjuk sebagai kawasan hutan dengan fungsi produksi pada provinsi yang memiliki luas kawasan hutan 

sama dengan atau kurang dari 30% (tiga puluh perseratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau 

provinsi: a. dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk permukiman, fasilitas umum dan/atau 

fasilitas sosial dilakukan melalui tukar menukar kawasan hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan atau resettlement; b. dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk lahan garapan 

dilakukan dengan memberikan akses pengelolaan hutan melalui program perhutanan sosial. 

Pola penyelesaian untuk bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan setelah bidang tanah tersebut 

ditunjuk sebagai kawasan hutan dengan fungsi produksi pada provinsi yang memiliki luas kawasan hutan 

lebih dari 30% (tiga puluh perseratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi: a. dalam 

hal bidang tanah tersebut digunakan untuk permukiman, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial dilakukan 

dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan; 

b. dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk lahan garapan dan telah dikuasai lebih dari 20 (dua 

puluh) tahun secara berturut-turut dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam kawasan 

hutan melalui perubahan batas kawasan hutan; c. dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk lahan 

garapan dan telah dikuasai kurang dari 20 (dua puluh) tahun secara berturut-turut dilakukan dengan 

memberikan akses pengelolaan hutan melalui program perhutanan sosial.  

Perubahan batas kawasan hutan dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk lahan garapan dan 

telah dikuasai lebih dari 20 (dua puluh) tahun secara berturut-turut harus berada dalam sumber tanah 

obyek reforma agraria dari kawasan hutan. 

Dalam rangka penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan oleh Pemerintah dibentuk Tim 

Percepatan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (disebut Tim Percepatan PPTKH) 

Tim Percepatan PPTKH mempunyai tugas: a. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan 

penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan; b. menetapkan langkah-langkah dan kebijakan 

dalam rangka penyelesaian permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan penyelesaian penguasaan 

tanah dalam kawasan hutan; c. menetapkan luas maksimum bidang tanah yang dapat dilakukan 

penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan; d. menetapkan mekanisme Resettlement; e. 

melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan 

hutan; dan f. melakukan fasilitasi penyediaan anggaran dalam pelaksanaan penyelesaian penguasaan 

tanah dalam kawasan hutan 

Susunan keanggotaan Tim Percepatan terdiri dari: a. Ketua : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; 

b. Anggota : 1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 2. Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala 

Badan Pertanahan Nasional; 3. Menteri Dalam Negeri; www.peraturan.go.id 2017, No.196 -11- 4. 

Sekretaris Kabinet; 5. Kepala Staf Kepresidenan.  

Tim Percepatan PPTKH secara administratif berkedudukan di Kementerian Koordinator Bidang 

Perekonomian. Tim Percepatan PPTKH dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Tim Pelaksana PPTKH. 

Tim Pelaksana PPTKH mempunyai tugas: a. melakukan koordinasi teknis pelaksanaan penyelesaian 



penguasaan tanah dalam kawasan hutan; b. menyusun langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka 

pelaksanaan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan; c. membantu Tim Percepatan PPTKH 

dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penyelesaian penguasaan tanah dalam 

kawasan hutan; d. menyusun dan menyampaikan rekomendasi atas penyelesaian hambatan dalam 

pelaksanaan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan kepada Tim Percepatan PPTKH.  

Susunan keanggotaan Tim Pelaksana PPTKH terdiri dari: a. Ketua : Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan 

Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; b. 

Wakil Ketua : Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, 

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; c. Anggota : 1. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan 

dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 2. Direktur Jenderal Konservasi 

Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 3. Direktur Jenderal 

Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 

4. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 

5. Direktur Jenderal Penegakan Hukum, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 6. Direktur 

Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 7. Direktur 

Jenderal Penataan Agraria, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 8. Direktur 

Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri; 9. Direktur Jenderal Bina 

Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri; 10. Deputi Bidang Perekonomian, Sekretariat Kabinet; 

11. Deputi Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-Isu Sosial, Ekologi, dan Budaya Strategis, Kantor Staf 

Kepresidenan; 12. Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik, Badan Informasi Geospasial;. Sekretaris : 

Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi dan Kemaritiman, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 

e. Wakil Sekretaris : Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi dan Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian 

Koordinator Bidang Perekonomian. (3) Tim Pelaksana PPTKH dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh kelompok kerja. (4) Pembentukan kelompok kerja 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Ketua Tim Percepatan PPTKH.  

Tim Percepatan PPTKH dalam pelaksanaan tugasnya dapat melibatkan, bekerjasama, dan/atau 

berkoordinasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, akademisi, dan/atau pemangku 

kepentingan. Ketua Tim Percepatan PPTKH menyampaikan laporan dan perkembangan pelaksanaan 

penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan kepada Presiden secara berkala setiap 6 (enam) 

bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.  

Dalam rangka melakukan inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan, Gubernur 

membentuk Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan yang selanjutnya 

disebut Tim Inver PTKH. Gubernur melaporkan pelaksanaan tugas Tim Inver PTKH kepada Ketua Tim 

Percepatan PPTKH secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.  

Tim Inver PTKH mempunyai tugas: a. menerima pendaftaran permohonan inventarisasi dan verifikasi 

secara kolektif yang diajukan melalui bupati/walikota; b. melaksanakan pendataan lapangan; c. 

melakukan analisis: 1. data fisik dan data yuridis bidang-bidang tanah yang berada di dalam kawasan 

hutan dan/atau 2. lingkungan hidup; dan d. merumuskan rekomendasi berdasarkan hasil analisis dan 

menyampaikannya kepada gubernur. (2) Susunan keanggotaan Tim Inver PTKH sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) terdiri dari : a. Ketua : Kepala Dinas Provinsi yang menyelenggarakan urusan di bidang 



kehutanan, b. Sekretaris : Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, c. Anggota : 1. Kepala Dinas 

Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan di bidang penataan ruang; 2. Kepala Badan 

Provinsi yang menyelenggarakan urusan dibidang Lingkungan Hidup; 3. Kepala Balai Pemantapan 

Kawasan Hutan; 4. Kepala Balai yang membidangi urusan perhutanan sosial; 5. Kepala Kesatuan 

Pengelolaan Hutan setempat; 6. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota; www.peraturan.go.id 2017, 

No.196 -15- 7. Camat setempat atau pejabat kecamatan; serta 8. Lurah/Kepala desa setempat atau 

sebutan lain yang disamakan dengan itu.  


